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ABSTRAK 

Perubahan fungsi penggunaan tanah pertanian, yang terjadi hampir di seluruh 

wilayah Indonesia, menjadi perhatian baik pemerintah pusat maupun pemerintah 

daerah. Izin Perubahan Penggunaan Tanah hadir sebagai salah satu dari 

implementasi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Tanah 

Pertanian untuk mengendalian alih fungsi tanah pertanian menjadi non pertanian. 

Dalam pelaksanaan pengendalian melalui Izin Perubahan Penggunaan Tanah di 

Kabupaten Magelang terjadi tumpang tindih kewenangan antara Kantor Pertanahan 

dan Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis kewenangan Kantor Pertanahan 

dalam proses permohonan Izin Perubahan Penggunaan tanah sebagai salah satu 

instrumen pengendalian alih fungsi tanah pertanian menjadi non pertanian di 

Kabupaten Magelang 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yurisdis empiris. 

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif 

analitis. Analisis data dalam penelitian ini  menggunakan metode kualitatif. 

Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa pelaksanaan pengendalian alih fungsi 

tanah pertanian melalui Izin Perubahan Penggunaan Tanah melibatkan beberapa 

badan/ jabatan pemerintahan di Kabupaten Magelang yang tergabung dalam Satuan 

Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Dalam proses peneribtan dan pengawasan 

terhadap Izin Perubahan Penggunaan Tanah tugas dan kewenangan dibagi epada 

badan/ jabatan yang tergaung dalam SKPD tersebut. Penerbitan Izin Perubahan 

Penggunaan Tanah diajukan melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan 

Terpadu, yang kemudian dinilai dan ditinjau oleh Kantor Pertanahan, setelah 

disetujui dalam pengawasannya dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja. 

Kata Kunci: kewenangan, izin perubahan penggunaan tanah, kantor pertanahan 

 


